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Budi Argawa Akui Kejari
Denpasar Minta Data
* Terka.it Perjalanan Tirta Yatra ke India Tahun 2013

MANGUPURA, NusaBali

Kepala Bagian Hukum Pemkab
Badung I Komang Budi Argawa, akhir-
nya angkat bicara terkait kedatangan
pthak Kejaksaan Negeri (Kejari) Den-
pasar, Senin (20/4). Budi Argawa

menjelaskan, kedatangan Kejari

Denpasar tidak lebih sebatas meminta
dokumen tekait kegiatan tirta yatra ke
India. e

“Ya benar ada datang pagi sebelum
sayarapat,” akunya kepada wartawan,
Selasa (21/4). Menurut dia, Kejari
Denpasar datang mengambil data dan

berkas terkait penyelenggaraan tirta '

yatra ke India oleh PHDI Badung.

“ Meski demikian, dia membantah
kedatangan Kejari untuk melakukan
pemeriksaan. Versi dia, Kejari datang
semata-mata untuk meminta data
saja. :

Disinggung keabsahan PHDI Badung
yang diketuai [ Nyoman Sukada, Budi
Argawa enggan menanggapi. Dia ber-
alasan masalah sah dan tidaknya itu
biar urusan internal PHDI. Pemkab
Badung bekerja sudah sesuai prosedur
hukum.

“Kalau masalah sah atau tidak sah,
biar mereka PHDI yang menentukan
internal secara organisasi. Kami akan
mendukung apa yang menjadi kebu-
tuhan memperlancar proses hukum,”
tandasnya. : :

Secara terpisah, Ketua PHDI Ba-
dung Nyoman Sukadajuga tidak ban-
yak memberikan komentar saat di-
konfirmasi wartawan. “Biar nanti tidak
ada persepsi yang salah, kami akan
gelar paruman dulu,” tegasnya.

Menurut Sukada, penunjukan atau
pengangkatan pengurus PHDI Badung
dilakukan atas dasar paruman Ben-
desa Adat se-Kabupaten Badung. Jadi
selaku pembina umat, pihaknya sama
sekali tidak ada tendensi apapun
terkait pembentukan lembaga ini. Ia
juga mengaku selama dirinya menjabat
sebagai Ketua PHD Badung selalu

KABAG Hukum Pemkab Badung
| Komang Budi Argawa. ,

tanparan terhadap keuangan yang
diterim# oleh lembaganya.

Sebelumnya pun Sukada kepada
NusaBali sudah membenarkan keg-
latantirta yatra ke India tersebut. Yang
berangkat saatitu, katanya, sekitar 30
orang terdiri dari para sulinggih dan
walaka, dan para pengurus. Tetapi, dia
mengaku’ tidak ikut pergi pada saat
tirta yatra saat itu. Sukada .ikut
rombongan tirta yatra ke India
beberapa tahun silam. “Saya waktu itu
ikut dalam rombongan juga ada Pak
Bupati (AA Gde Agung, Red). Tapi
tahunnya saya lupa tahun 2010 atau
2011,” tutur Sukada.

Disinggung mengenai dugaan
adanya pelanggaran sampai kemudian
‘dibidik’ Kejari Denpasar, Sukada
mengatakan didengarnya melalui
media massa. Tetapi ia menegaskan di
dalam kegiatan tirta yatra ke India
sudah sesuai prosedur dan segala

anggaran yang dikeluarkan sudah

tRabu, 22 April 2015

Z.

dipertanggungjawabkan. Jadi, tidak
ada masalah.

“Pertanggungjawaban anggaran
sudah kami berikan tak lama setelah
pulang dari India tahun 2013 lalu.
Tidak ada masalah, semua transparan,
kepada para sulinggih saya sampaikan
aniggarannya’ berapa, semua samp-
aikan,” kata Sukada, Kamis (16/4) lalu.

Sebelumnya diberitakan, Kejari
Denpasar kembali melakukan peng-

" geledahan di Puspem Badung Ma-

ngupraja Mandala di Sempidi, terkait
dugaan penyelewengan dana hibah
untuk tirta yatra ke India. Kali ini
giliran Bagian Hukum Pemkab Badung
yang digeledah dan mengamankan

beberapa dokumen di antaranya SPJ

(Surat Pertanggungjawaban) dari
PHDI Badung.

Halini ditegaskan Kasi Intel Kejari
Denpasar Syahrir Sagir usai mela-
kukan penggeledahgn pada Senin (20/

4). Ta mengatakan sudah melakukan

penggeledahan pada Senin pagi di
Bagian Hukum Pemkab Badung untuk
mencari dokumen terkait perjalanan
tirta yatra ke India. Dari penggeledahan
ini, penyidik mengamankan beberapa
dokumen. “Yang paling penting yaitu
laporan SPJ PHDI Badung kepada
Pemkab Badung,” jelasnya. Selanj-
utnya, penyidik akan menganalisa
dokumen-dokumen ini sebelum me-
lakukan penggeledahan di PHDI Ba-
dung. Untuk sementara akan difo-
kuskan mencari apakah perjalanan
tirta yatra ini fiktif atau tidak. Jika
nantinya tidak ditemukan bukti perj-
alanan fiktif akan dikembangkan ke
dugaan penyelewengan lainnya. “Ka-
rena ada dugaan anggaran ini masuk
ke lembaga fiktif yang menjadi kerugian
negara,” paparnya.

Syahrir menegaskan akan berhati-
hati menangani kasus ini karena
menyangkut pemuka agama. “Tapi
kami berjanji akan menangani kasus
ini secara serius,” ujarnya. 7 as
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Dewan Dukung Ranperda
Ripparda Bali 2014-2029

* Revitalisasi Teluk,Benoa=Penyela,matan ngkungan :

| i : DENPASAR, NusaBali :
| St ndueio dy : : PemprovBahtelahsusta—
L bl : perda Rencana Induk Pemban-
gunan Kepariwisataan Daerah
(Ripparda) Provinsi 2014-2029.
Ranperda Ripparda Provinsi 2014-
2029 ini sudah dibawake sidangsi-
dang g:npurna DPRD Bali dengan
agen penyampaian pandangan
umum fraksi-fraksi, Selasa (21/4).
Dewan intinya dukung Ranperda
- Ripparda ini. Dalam sidang pari-
purna kemarin, Gubernur Bali
X MadeManglmPasulamenyatakan
revitalisasi Teluk Benoa adalah
upaya penyelamatan lingkungan.
~ Gubernur Pastika menyatakan
keinginannya untuk menghidup-
kan kembali objek pariwisatayang
mulai surut keberadaannya dan
sekaligus mengupayakan pengem-
- bangannya. Dan, pengembangan
objek pariwisata yang dilakukan
tetap mengedepankan konsep hi-
jau dan tidak merusakli
- Masalah revitalisasi Teluk Be-
noa, Kecamatan Kut% Selatan,
 Badung juga digeber Gubernur
Pastika dalam rapat paripurna
dengan agenda pen ampaian

Bersamlmng ke Hal 15 I(olbm I
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2014-2029 di Gedung DPRD Bali,
Niti Mandala Denpasar, Selasa
kemarin. Pastika menyebutkan,

revitalisasi berarti men, 1pkan
kembali yang telah mati. :.
“Vital itu artinya hidup. jadi,
revitalisasi itu menghidupkan
kembali. Sekarang di sana (Teluk
Benoa) sudah mati itu; karena di-
penuhi lumpur dan sampah. Saya
cek ke sana, (ketinggian) airnya
tinggal 1 meter. Ini menganggu
arus laut, karena timbunan lumpur
dan sampah. Kalau terjadi hujan
lebat, arus ini tidak bisa lewat dan
airnyabisameluapke daratan,” ujar
Pastikayang dalam rapat paripurna
kemarin didampingi Wakil Gu-
bernur Ketut Sudikerta dan Karo
Humas Setda Provinsi Bali, Dewa
Gede Mahendra Putra.
Revitalisasi Teluk Benoa itu,
kata Pastika, diharapkan jalan kare-
na tujuannya untuk penyelamatan

1inngmem‘?mau
menghidupkan dan melakukan pe-
ngembangan. Tentunya, pengem-
bangan dengan konsep hijau dan
tidak merusak lingkungan,” tegas
Pastika. Selainitu, Balimemerlukan
pembangunan pariwisata. “Siapa
mau datang kalau destinasinya
jtu-itu saja? Padahal, konsep pari-
wisata kita mengharapkan turis
itu datang.”

Karenaitu, menurut Pastika, ha-
rus dibangun destinasi pariwisata
untuk diwariskan kepada anak-
cucu. “Kepariwisataan itu untuk.
anakcucu kita, yangjumlahnyaber-
tambah terus. Saya sering Kaf
setiap tahun ada 25.000 tamatan
‘di Bali yang terancam nganggur
karena kurangnya lapangan pe-
kerjaan. Mereka harus dipersiap-
kan,” tandas mantan Kapolda Bali
2003-2005 ini. ‘

Pastika lalu membandingkan
Bali dengan Singapura. Disebutkan,
Singapura yang luasnya 1 /7 Bali,

- revitalisasi

rda Ripparda Bali 2014-2029

kaji permasalahan ini dan minta

mampu mendatangkan 32 juta turis
tiap tahun. Karena itu, pihaknya
ingin menambah destinasi pari-
wisata, tidak hanya mengan

yang tu-itu saja dan membuat turis
bosan. &

. “Tapi, kita seleksi, karena ling-
kungan kita bagus. Turis yang
datang juga harus yang berkelas.
Jadi; bukan mass tourism. Supaya
mahal, harus destinasi pariwisata
itu harus pantas mahal. Supaya
pantas mahalnya, ya harus ada
pembangunan destinasi yang
berkualitas: indah, hijau, ling-
kungan sehat,” ujar Gubernur
Bali pertama asal kawasan utara
Buleleng ini. ; :

 Sementara itu, dalam pandan-.
ganumumnya saatrapat paripurna
kemarin, fraksi-fraksi DPRlI)) Bali
memberikan dukungan terhadap
Ripparda Provinsi 2014-2029.
Namun, fraksi-fraks‘i meminta
eksekutif juga berjugpg ke pusat,
supaya pembagian kue pariwisata

... berkeadilan. ;

Fraksi Golkar DPRD Bali, melalui
juru bicaranya, Tjokorda Raka Ker-
thyasa alias Cok Ibah, mengatakan
sektor pariwisata memberikan

‘kontribusi Rp 40 triliun per tahun
ke pusat. Namun' anehnya, Bali
tidak banyak kecipratan kue pari-
wisata ini. “Jadi, kami usulkan su-
paya eksekutif melakukan langkah
konkret dengan revisi UU Nomor
33 Tahun 2004 tentang Perim-
bangan Keuangan Pemerintah d
Pemerintah Daerah,” tegas politi
senior Golkar dari Puri Agung Ubud,
Gianyar ini.

. Sedangkan Fraksi PDIP DPRD
Bali, melalui juru bicaranya yakni
AA Ngurah Adhi Ardhana, me-
nyampaikan ada 8 poin sikap
terhadap Ripparda Provinsi 2015-
2029. Yang paling menonjol,
Fraksi PDIP DPRD Bali mengusul-
kan ada pengaturan tentang daya
dukung Bali.

Menurut Adhi Ardhana, ada
kontradiksi antara Ranperda Rip-
parda 2014-2029 dengan arah

' kebijakan pembangunan terutama
destinasi pariwisata. Misalnya,
kontra Perpres Nomor 51 Tahun
2014 dimana dalam Pasal 63 poin
a ada perubahan zona Kkonser-
vasi menjadi zona pemanfaatan.
Namun, dalam penjelasan Pasal 21

.Panperda Ripparda 2014-2029ada

daya tarik wisata den-
gan perlindungan dan perbaikan
_kondisi kualitas apabila mengalami
degradasi. o

¢ ( T N }-:,;B';* %
~"Kami harap pe erintah meng-

babu, 27 pprl ZolS

[

Ketegasan pusat tentang aturan
yang masih kontradiktif,” tandas
politisi PDIP asal Puri Gerenceng,
Denpasar ini. Selain itu, lanjut Adhi
ASrdhana, eksekutif juga harus
segera membuat kebijakan terkait
SDM Pariwisata Bali. Tujuannya,
supayaada perlindungan terhadap
budaya Bali dengan menambah
pemahaman mereka tentang bu-

daya dan filosofi kepariwisataan
Bali. Hal ini penting, karena ter-
-kait dengan Masyarakat Ekonomi

ASEAN {MEA). _
Sementara, Fraksi Gerindra
DPRD Bali melalui juru bicaranya, I
Gede Ketut Nugrahita Pendit, dalam
pandangan umumnya menyoroti
soal masih kurang adilnya mereka
yang menikmati kue pariwisata.
“Belum semua masyarakat bisa
menikmati kue pariwisata di Bali.
Lahan pertanian yang jadi ikon
pariwisata, akhirnya habis di-
jual masyarakat karena mahalnya
bertani. Sehingga jadi pertanyaan,
siapa yang menikmati gemerlap-
nya pariwisata ini?” tanya anggota
Fraksi Gerindra DPRD Bali Dapil
Tabanan ini.

Lain lagi pandangan Fraksi
Panca Bayu DPRD Bali (gabungan
NasDem-Hanura-PAN). Melalui
juru bicaranya, Ni Made Arini,
Fraksi Panca Bayu menyoroti masa-
lah belum terbentuknya lembaga

Badan Promosi Pariwisata. “Kami
juga meminta agar disikapi har-
monisasi lembaga pariwisata sep-
erti ASITA, PHRI, Harawisri, HPI,
danlainnya supaya bersinergi
dalam membangun kepariwisataan
Bali,” tandas Srikandi Hanura asal
Buleleng ini. : 3
Sebaliknya, Fraksi Demokrat
DPRD Bali melalui juru bicaranya,
I Wayan Adnyana, mendorong
segera dibentuknya Undang-un-
dang Provinsi Bali yang baru---un-
tuk menggantikan UU Nomor 64
Tahun 1958 tentang PJS Pemben-
tukan Daerah-daerah Tingkat 1
Provinsi Bali, NTB, NTT yang sudah
tidak relevan. Alasannya, ini akan
menjadi pintu masuk bagi per-
aturan dan perundang-undangan
lain dalam hal pungutan destinasi
pariwisata. “Sementara destinasi
pariwisata kita perlu biaya,” ujar
politisi asal Tabanan.yang juga
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Bali
2014-2019 ini. & nat :
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“* Sidang Dermaga Gunaksa
di Pengadilan Tipikor

~ DENPASAR, NusaBali
- _Sidang lanjutan kasus dugaan
korupsi pengadaan lahan Der-
maga Gunaksa, Desa Gunaksa,
Kecamatan Dawan, Klungkung
dengan agenda pembacan eksepsi
(keberatan) dari terdakwa Tim 9,
 di Pengadilan Tipikor Denpasar,
"« Selasa (21/4), diwarnai debat pa-
nas. Jaksa Penuntut Umum (JPU)
pertanyakan kehadiran pihak
Korps Bantuan Hukum Angkatan
Darat Kodam IX/Udayana damp-
ingi terdakwa.

Ada 3 dari 9 mantan pejabat
eksekutif Pemkab Klungkung
selaku terdakwa kasus Dermaga
Gunaksa yang disidangkan di Pen-
gadilan Tlplkor Denpasar, Selasa

® NUSABALI/YUDA

' Terdakwa mantan Sekda Klungkung, Ketut J &pna (endek b|ru), dlpeluk kuasa
hukumnya dari Kodam IX/Udayana di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (21/4). Bersambung ke Hﬂl 15 I(olom 5

Rabu, 2Z Apnl 201S”
|
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Eksepsi Terdakwa Tim 9 Diawali Debat

kemarin. Ketiga terdakwa berada
dalam satu berkas, yaki | Ketut Jana-
pria (mantan Sekda Klungkung yang
bertindak sebagai Ketua Tim 9), AA
Sagung Mastini (mantan Kepala BPN
Klungkung/sebagi Wakil Ketua Tim
9), dan | Made Ngurah (mantan Asi-
sten | Tata Pemerintahan Pemkab
Klun, rtindak sebagai Wakil
Ketua Tim 9).

Pembacaan eksepsi dalam per-
sidangan kemarin dimulai dengan
perdebatan cukup panas antara |PU
vs kuasa hukum terdakwa yang diga-
wangi LBH Waramadewa dan Korps
Bantuan Hukum Angkatan Darat Ko-
dam IX/Udayana. Dalam perdebatan
itu, |PU yang terdiri dari |PU Ade NS,
Dicky Andi Firmasyah, dan Luh Heny
Febrianti Rahayu memasalahkan tim
kuasa hukum dari Kodam IX/Udayana
yang ikut mendampingi terdakwa |
Ketut Janapria. $
' Terungkap, hadirnya kuasa hu-
kum dari Kodam [X/Udayana ini lan-

taran istri terdakwa Ketut Janapria,

yakni Ni Luh Putu Pancasari, meru-
pakan PNS Kodam [X/Udayana. Na-
mun, JPU beranga;:an kuasa hukum
dari Kodam IX/Udayana tidak bisa
mendampingi, karena terdakwa Ketut
Janapria bukan prajurit TNL.
-“Kuasa hukum dari Kodam IX/
Udayana hanya bisa meéndampingi
dalam kasus perdata saja. Kalau sep-
erti ini, kan kami wakil negara akan
berhadapan dengan wakil negara
dari TNI," tandas JPU Ade NS cs dalam

perdebatan itu. - 3
; t JPU, kuasa hukum dari

Menuru
. Kodam [X/Udayana hanya bisa.

mendampingi prajurit TNL. Namun,
keterangan JPU ini sempat dibantah
kuasa hukum dari Kodam IX/Uda-
yana, yang beranggotakan Letkol Chk
Edi Purwanto, Mayor Chk Allan Her-
mit Prasetyo, Mayor Chk Heri Hidayat,
Kapten Chk Nainggolan, dan PNS
Kodam IX/Udayana Ni Wayan Sariati.

Menurut kuiasa hukum dari Ko-
dam IX/Udayana ini, dalam UU TNI
dinyatakan bahwa kuasa hukum TNI
}:)isa membanhtu prajurit, PNS, dan ke-
uarganya. Sehingga, pihaknya merasa
sudahsah melamnpmdaumﬁ'lgan
hukum terhadap terdakwa Ketut
Janapria, yang istrinya adglah PNS
Kodam [X/Udayana, ~ ~ + ¢

Perdebatan panas -anmra\h?U vs
kuasa hukum terdakwa ini akhirnya
ditengahi oleh majelis hakim Penga-
dilan Tipikor Denpasar yang dipimpin,

‘Beslin Sihombing. Dalam hal ini,

majelis hakim tidak memasalahkan

g

i darﬁ‘auh Sembilan’

Dermaga Gunaksa) yang telah lebili

dulu disidangkan. Intinya, terdakwa

Ketut Janapria cs menolak dakwaan ;

JPU dan minta dibebaskan dari semua

dakwaan. 4
Dalam eksepsinya di

“kemarin, pi tkwa meny:
Pengadilan Tipikor tidak berwenang
menyidangkan kasus ini dan han-
ya Pengadulan Taltla'ﬂuU;aha Negara
PTUN) yang memiliki kewenangan.
£Menol)a{dsurat dakwaan (batal demi
hukum), menyatakan perkara tidak
diperiksa lebih lanjut, memerintah-

kan membebaskan terdakwa dan’

memulihkan nama baik kedua terda-

tkwa," ujar terdakwa dalam permoho-
‘nannyayang dibacakan Simon Nahak.
Dalam eksepsinya, terdakwa Ketut

Janapria cs juga sempat menyeret satu

“Tim Sembilan yang se

anggota Tim Sembilan yang justru
hingga kini tidak ditetapkan sebagai
terangka. Anggota Tim Sembilan itu
adalah mantan Kadis PU Klungkung, [B
Adnyana. Selain itu, ada 9 orang dalam
Tim 11 (Penaksir Harga Tanah) yang
tidak ditetapkan menjadi tersangka.
| Sembilan (9) anggota Tim 11 yang
asalahkan kug?;’berdakwa karena
tid: tersangka, masing-masin,
‘Nengah Becik, I Gede Putu Winastlg:
éﬁmang Susana, | Gusti Komang
‘Sarga, | Nyoman Upadana, | Gusti
1g Agung Suratma, | Ketut Suara,;
i Ngurah Buana, dan Dewa Nyo-
‘man Raka -_HanyaZorangdaﬁTil?ell
yan, tersangka, yakni Ketut
]anapﬁ'a‘%mnmn Sekda Klungkung)
danN nh Rahayu (mantan Kadis
'DPK Klungkung). “Dengan kondisi

ini, jelas terdapat kesalahan subjek
hukum atau error in persona,” tandas
Simon Nahak.
Sekadar dicatat, ada 9 mantan
pejabat Pemkab Klungkung dari
‘ ang diadili
selaku terdakwa kasus dugaan ko-
rupsi pengadaan lahan proyek De-
rmaga Gunaksa. Mereka didakwa JPU
melakukan tindak pidana korupsi hi-
nggamerugikan negara Rp 9,5 miliar.
Sembilan mantan pejabat dalam Tim
9 yang terjerat sebagai terdakwa ini
disidangkan terpisah, dengan tiga
berkas berbeda. ;
Berkas pertama terdiri dari ter-
dakwa trio Ketut Janapria, AA Sagung
‘Mastini, dan I Made Ngurah. Sedan-
gkan berkas perkara kedua berisi
empat terdawka, masing-masing
Nyoman Rahayu (mantan Kadis %I;P
ungkung selaku anggota Tim 9), dan
AKIA Ngurah Ag;;nkﬁ (mantan qui; ]ljU
ungkung selaku anggota Tim 9), [
Made Sugiartha (mantan Kepala Ba-
ppeda Klungkung/anggota Tim 9),
dan [ Nyoman Sukantra (mantan Ke-
pala Badan Pendapatan Klungkung/
anggota Tim 9). Majelis hakim yang
akan menyidangkan mereka terdiri
dari | Putu Gede Haryadi (ketua), Gu-
ntur (anggota), dan Miptahul Holis

ing I Gusti Ngurah Gede

BPN Klungkung/sebagai £

Tim 9) dan I Gusti Gede Wir:
(mantan Kabag Tapem Klungkung
Wakil Sekretaris Tim 9). @& rez
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Gung Raka Sebut
Hibah PHDI Prosedural

MANGUPURA - Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Badung
akhirnya buka suara soal pem-

berian hibah yang dilakukan

Pemkab Badung, termasuk
yang diarahkan kepada lem-
baga pembina umat. Yakni
kepada Parisada uDarma
Indonesia (PHDI). :

Berkenaan dengan penge-

lolaan hibah di daerah, diatur

dalaqu:amnMenié;iDalam v

Negerii

dengan bantuan hibah y yang di-
- kan, hibah dapatdiberikan ke-

tu)ukan untuk menunjang pen-
capaian sasaran program dan
kegiatan pemerintah dengan
memperhatikan asas manfaat
bagi masyarakat,” kata Kabag
Humas dan Protokol Pen&i;ig
Badung Anak Agung Gede

Yudaalias GungRaka di Puspem

Gung Raka medjelaskan,

)32/ 201'1"- i

pada: Rgmermlah,Pemermtah
Daera lainnya, Perusahaan
Daerah, masyarakat dan /atau
organisasi kemasyarakatan.
Hibah kepada masyarakat se-

: bagunanadunaksud padapas-
“al 5 tersebut diberikan kepada

kelompok orang yang memiliki

 kegiatan terentu dalam bidang

P Pabu, 22 Aprl

keagamaan, kesenian, adat is-
tiadat, kesehatan, pendidikan.
Termasuk di bidang perekono-
mian dan keolahragaan. "Jadi
pemberian hibah kepada PHDI
yang merupakan lembaga
pembinaan umat dalam rangka
peningkatan sradha bhakti ini
merupakan salah satu yang
memang dibolehkan dalam
pemberian alokasi dana hibah
di daerah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Gung Raka me-
ngungkapkan, masalah pem-
berian hibah tersebut sesung-

o

4

)dung

guhnya amat sangat terbuka
diberikan kepada masyarakat
atau kelompok masyarakat.
Termasuk kepada orgamsasi
sepan]ang dilengkapi dengan
proposal s berkedudukan
di Kabupaten | 3adung. "
+Selanjutnya, berk

gan adanya dualis

‘paparnya, sesunggulmyghatm: .
merupakan persoalan internal
organisasi dan bukan menjadi
kewenangan Bupatl Badung

ilegal. Ser mangatnya adalah satu.

Yakni, agar pembinaan terhadap
umat beragama dapat berjalan
dengan baik dan lancar. =~
Sementara, terkait dengan ke-
beradaan PHDI Badung, Kabag
Humas menambahkan, ada
historisnya. Sebab, sebelumn-
ya terdapat polemlk sehingga
terjadi stagnan dalam pem-
binaan umat. Makanya, atas
desakan bendesa adat di Ba-
dung agar pembinaaan umat
dapat berjalan, maka bendesa
adat mengadakan parumpan
di Pura Petitenget. Karena
umat yang akan memakai.
Oleh karenanya, terkait hibah
kepada lembaga pembina
umat ini, demi kepentingan
pembinaaan umat dalam pen-
ingkatan sradha bhakti-nya
;yaglg tentunya sesuai dengan
an program pemerintah
dﬂd&n peningkatan sradha
‘bhakti. ‘Hal ini, paparnya, sep-
erti dalam visi dan misi daerah,
maka Pemkab Badung juga
‘dibenarkan memberikan ban-

tuan hghgh;gepada PHDI Ba-
rtorial/ san/djo)




